
b. bahwa alas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a di alas, perubahan dan penyesuaiannya tersebu1 pertu 
ditelapkan kembali dengan Peraluran Bupati. 

• 

1. Undang • Undang Nomor 14 Tahun 1950 lentang Pembentukan 
Oaerah-daerah Kabupaten dalam Ungkungan Propinsi Jawa 
Baral (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor a Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 

Tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan 
Retribusi lzin Pemanfaatan Ruang, maka penyelenggaraan 
perizman dan non perizinan yang semula telah diatur melalui 

Peraturan Bupati Bekasi N0010r 5 Tahun 2010 perlu diubah dan 

disesuaikan kembali; 

Menimbang 

BUPATI BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAfiAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 5 TAfiUN 
2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN 
URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI 

TENTANG 

• TAfiUN 2011 NOMOR 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemenntah, Pemerintahan Oaerah 

Propinsi dan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434 7); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 T ahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan lnstansi Vertikal di Oaerah (Lembaran Negara Republil< 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 86, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 319); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik lndooesia Tahun 2004 Nomor 126, 
T ambahan lebaran Negara Republik Indonesia NOO!Of 1438); 

- 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan 

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana ll!lah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang 
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republil< 

Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Repub6k 

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4389); 

2 Uodang-Undang NOO!Of 8 Tahun 1974 tentang Pokok·Pokok 
Kepegawa,an (lembaran Negara Repobfik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembatan Nega,a Republil< 

Indonesia Nomor 3839): 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 



Menetapkan: PERATURAN BUPATl BEKASI TENTANG PERUBAHAN KETtGA 

ATAS PERATURAN 8UPAT1 BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2010 
TENTANG PENYELENGGARAAN PERJZINAN, NON PERIZfNAN 

DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK 
MENANGANI SEBAGJAN URUSAN OTONOMI OAERAH DI 

KABUPATEN BEKASI 

MEMUTUSKAN 

13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nornor 7 Tahun 2009 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi T ahun 2009 Nomor 7) sebagaimana tetah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 

T ahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 7 T ahun 2009 tentang Organisasi 

Perangkat Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bel<asi Tahun 
2011 Nomor4) 

12. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi NOlllOr 6 Tahun 2009 

tentang Pengendatian Pemanfaatan Ruang dan Relribusi lzin 
Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 

2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Pengendafian Pemanfaatan Ruang dan 

Retribusi lzin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2011 Nomor 8); 

11. Peraturan Menten Oalam Negeri NOlllOr 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Un~ Pelayanan Pe<izinan 

T erpadu di Oaerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 rentang Kawasan 
lndustJi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia 

Nomor 4987); 

9 Peraturar> Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgamsas, 

Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Repubijk Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4741); 



4. Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati 

Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan. Non Perizinan 
dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan 

Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Serita Oaerah Kabupate;i Bekasi Tahun 
2010 Nomor 5) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 

Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non 

Perizinan dan Pelirnpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian 
Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Bertta Daerah Kabupate;i Bekasi 
Tahun 2011 Nomor 32). 

3. Ketentuan Lampirari I Nomor Urut 183 dihapus. 

KEWENANGAN 
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PENANOATANGAN 

JENIS PERIZINANINON PERIZINANINON PERIZINAN 
NO PERIZINANINON PERIZINAN PADA 

PERIZINAN ORGANISASI 
PERANGKAT SKPO SEKOA BUPATUWAl<ll OAERAH BUPATI 

176 Penetapan OINAS TATA RUANG OINASTATA . . 
tokasi 

DAN PERMUKIMAN RUANGDAN 
PERMUKIMAN 

2. Ketentuan Lamplran I Nomor Urut 176 diubah. sebaga, berikut 

1. Ketentuan Lampiran I Nomor Urut 175 dihapus. 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi 

(Serita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana tetah 

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizlnan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonorni Daerah di Kabupaten Bekasi (Serita 

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 32) , diubah sebagai berikut: 

Pasal I 



- 

DIN 

EKASI - 

Oitetapkan di Cikarang Pusat 
paca tanggal · e .- e'" 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Belita Oaerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d1undangkan. 

Pasal II 


